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BAB 5 

PENUTUP 

  

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang 

Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Huntulohulawa 

Kabupaten Gorontalo maka di dapatkan kesimpulan bahwa : 

1. Sulitnya pemantauan data pembayaran wajib pajak dikarenakan pemantauan 

masih dilakukan dengan cara mengecek satu per satu data wajib pajak pada 

buku catatan pembayaran, maka dibuatlah sistem yang dapat membantu 

pemerintah desa dalam memonitoring data pembayaran pajak bumi dan 

bangunan (PBB) baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas.  

2. Pada sistem yang sedang berjalan, pencarian data wajib pajak berlangsung 

lambat. Maka dengan adanya sistem ini proses pencarian data wajib pajak 

menjadi lebih cepat. 

3. Kurangnya informasi yang tepat waktu mengenai data pajak bumi dan 

bangunan, sehingga membuat proses pembayaran PBB menjadi tidak efektif 

maka dengan adanya sistem ini informasi data pajak bumi dan bangunan dapat 

didapatkan dengan cepat. 

4. Pada sistem yang sedang berjalan mengalami kesulitan dalam mencari total 

pajak terhutang yang harus disetorkan, total pajak terhutang yang sudah 

disetorkan, dan total pajak terhutang yang belum disetorkan, sehingga dengan 

adanya sistem ini seluruh total pajak terhutang dapat diperoleh secara otomatis 

melalui laporan per kepala dusun. 
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5. Pemerintah desa tidak dapat mengetahui informasi mengenai data wajib pajak 

yang belum membayar PBB pada tahun-tahun sebelumnya. Maka dengan 

adanya sistem ini data wajib pajak dapat tersimpan dengan aman dan data 

pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tahun-tahun sebelumnya dapat 

diketahui. 

6. Sistem ini memudahkan kepala dusun dalam proses pendataan pembayaran 

pajak bumi dan bangunan. 

7. Sistem ini dilengkapi dengan sistem informasi manajemen surat keluar, dimana 

nantinya sistem dapat memblok proses pembuatan surat apabila wajib pajak 

tersebut belum membayar pajak bumi dan bangunan. 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa saran 

dalam upaya pengembangan sistem ini nantinya yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikembangkan 

dengan menambahkan titik lokasi lahan berdasarkan objek pajak bumi. 

2. Menambahkan tampilan citra bidang lahan pada masing-masing wajib pajak 

berdasakan lokasi objek pajak bumi di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

(SPPT) 

3. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan cakupan desa lainnya yang ada 

di kecamatan Bongomeme kabupaten Gorontalo. 
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